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Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, perusakan objek wisata 

Objek wisata adalah  segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan 

nilai yang berupa keberagaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia 

yang menjadi sasaran kunjungan bagi wisatawan. Masalah yang terjadi di 

lapangan tindak pidana perusakan objek wisata ini sering sekali terjadi namun 

penegakan hukumnya berjalan kurang efektif atau dengan kata lain banyak dari 

tindak pidana tersebut tidak dilakukan penindakan hukum oleh aparat penegak 

hukumnya. Adapun tujuan di laksanakan penelitian ini adalah Untuk mengkaji 

bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata 

tersebut serta untuk mengkaji tentang apa saja faktor-faktor yang menghambat 

penegakan tindak pidana perusakan objek wisata tersebut. Penelitian ini 

menggunakan penelitian hukum yuridis empiris (empitrical law research) adalah 

penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku behavior anggota 

masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat perilaku meliputi perbuatan yang 

seharusnya di patuhi baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut 

merupakan perwujudan atau persyaratan hukum yang hidup dan belaku  dalam 

masyarakat bersangkutan dengan kata lain penelitian hukum empiris 

mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui 

perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil yang di dapatkan dari penelitian 

ini adalah banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pengakan 

hukumnya salah satunya faktor masyarakat,dan juga faktor sumber daya aparat 

penegak hukumnya yang kurang. 
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LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF DESTRUCTION OF 

TOURIST ATTRACTION AT BELITUNG REGENCY REVIEWED  

FROM LOCAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY  

NUMBER 13 OF 2015 ON TOURISM 

 

Thesis Faculty Of Law 2017 

Keywords: law enforcement, criminal acts, destruction of tourist attraction. 

Tourist attraction is everything that has uniqueness, beauty, and value in 

the form of diversity of natural wealth, culture and human product that become 

target for tourists visits. The problem of criminal act destruction of tourist 

attraction is often occur but the law enforcement is less effective or in other words 

many of the crimes are not carried our law enforcement by law enforcement 

apparatus. The purpose of this research is to review of how the process of law 

enforcement of criminal acts of destruction ot the tourist attraction and to review 

of what factors that inhibiting the law enforcement of criminal acts of destruction 

of the tourist attraction. This research uses juridicial empiricial law research, 

which is unwritten positive law research about community behavior in relation of 

community life, behaviors include acts that should be obeyed both commands and 

prohibitions. The act is the embodiment or legal requirement of living an applies 

within the community concerned, in other word empitical l aw research reveal 

living law in the society through the acts commited by the community. The result 

of this research indicates that are many inhibiting factors for law enforcement one 

of them is community factor, and also factor of the less number of resources of 

law enforcement apparatus. 
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